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Abstrak

Persoalan yang tidak didapatkan nashnya secara langsung di dalam al-Qur’an dan sunnah.
Menjadikan masalah ummat Islam yang butuh kepastian hukum, dalam hal ini terdapat metode
yang dapat dijadikan sebagai dalil syara(sandaran hukum) selain al-Qur’an dan hadis yakni
qiyas. Berdasarkan hal tersebut sehingga rumusan masalah yang diangkat “Bagaimana
kehujjahan qiyas dalam penetapan hukum terutama dalam masalah hudud dan kaffdrat serta
implikasi perbedaan pandangan ulama. Jenis penelitian adalah library research dengan
menelaah data sumber sekunder dengan bahan hukum primer dengan pendekatan yuridis
normatif kajian yang bersumber dari al-quran dan al-hadist. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa terjadi Perbedaan pendapat oleh para ulama tentang kehujjahan giyas itu sendiri
dapat memberi pengaruh yang sangat besar ataukah tidak terhadap status hukum suatu
persoalan, terutama dalam masalah hudud dan kaffdrat. Penetapan hukuman atau sangsi
dalam masalah hudud dan kaffarat bisa berbeda karena menggunakan qiyas atau tidak.
Misalnya, hukum potong tangan bagi al-nabbdsy, jika penetapan hukumnya berdasarkan
qiyas, namun jika tidak berdasarkan qiyas, maka hukumannya bukan potong tangan.
Selanjutnya Kehujjahan qiyas tidak disepakati penggunaannya oleh para ulama. Ada yang
menyetujuinya dan menetapkannya sebagai dalil syara’ yang ke IV. Mereka mengemukakan
dalil-dalil, baik dari al-Qur’an, hadis maupun dalil rasional. Mereka mengemukakan
argumentasinya dengan menunjukkan dalilnya.

Kata Kunci: Al-Qiyas, Istinbat Thukum, Hudud, Kaffarat

1. Pendahuluan

Menurut al-Qur’an, semua persoalan telah dijelaskan di dalamnya. (Kemenag,
2019, al-An’am/6: 38) Namun penjelasan tersebut hanya bersifat umum. Perinciannya
dijelaskan oleh hadis. Itupun tidak menjelaskan seluruh persoalan yang dihadapi oleh
manusia, karena baik al-Qur’an maupun hadis telah berhenti turunnya, sementara
persoalan yang dihadapi oleh manusia semakin bertambah. Banyak persoalan yang
muncul belakangan tidak didapatkan nashnya secara langsung di dalam al-Qur’an dan
sunnah. Sementara persoalan tersebut harus ditentukan hukumnya, karena manusia,
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khususnya ummat Islam butuh kepastian hukum, dalam kaitan itulah, para ulama
berupaya melakukan ijtihad untuk menentukan status hukum suatu persoalan. Agar
hukum yang ditentukan itu tidak terlalu jauh dari nash dan tetap memiliki sandaran,
maka mereka  menempuh metode-metode tersendiri. Metode-metode tersebut
kemudian dijadikan sebagai dalil syara’ (sandaran hukum) selain al-Qur’an dan hadis.
Diantaranya adalah ijma’, qaul al-shahabi, istihsan, istishab dan giyas.

Dalil syara’ yang disebutkan terakhir (qiyas), akan menjadi bahasan dalam
makalah ini. Qiyas adalah dalil syara’ ke IV yang digunakan oleh sebahagian ulama
dalam mengungkapkan hukum dari dalil-dalil al-Qur’an dan sunnah guna menjawab
tantangan peristiwa yang dihadapi kaum muslimin, yang tidak secara langsung
disebutkan dalam al-Qur’an dan hadis. Jadi, qiyas mempunyai peranan yang sangat
besar dalam menggali hukum terhadap peristiwa baru yang dihadapi kaum muslimin,
menurut mereka yang menggunakannya dan menganggapnya sebagai salah satu dalil
syara’. Disamping itu, ada juga ulama yang menolak qiyas sebagai salah satu dalil
syara’. Mereka berpendapat bahwa qiyas tidak dapat digunakan sebagai hujjah syari’at
dalam pembentukan hukum, dalam kaitannhya, tampak bahwa penggunaan qiyas
sebagai hujjah masih diperselisihkan oleh ulama. Dalam kaitan inilah, maka masalah
yang akan dibahas dalam makalah ini adalah: “Bagaimana kehujjahan qiyas dalam
penetapan hukum terutama dalam masalah hudud dan kaffarat dan bagaimana pula
implikasi perbedaan pandangan ulama tersebut didalamnya.

2. Metode

Jenis penelitian yang di gunakan ialah kepustakaan(Library Research) Dengan
metode mengkaji bahan pustakaan (Sugiyono) Menelaah data dari sumber sekunder
dengan bahan hukum primer yaitu dari kitab-kitab figh yang terkait. Serta di lakukan
dengan memakai pendekatan yuridis normatif yaitu kajian yang bersumber dari al-

quran dan al-hadist. Dilakukan dengan cara menelaah atau mengkaji sumber-sumber
kepustakaan. (Afrizal, 2014)

3. Hasi dan Pembahasan
3.1 Pengertian al-Qiyas
Menurut bahasa, qiyas berarti ukuran atau mengukur sesuatu dengan sesuatu
yang lain, misalnya dikatakan 4ulia Cuse¥) S | ( Faris, I, & Jakaria, I. (1994).
artinya saya mengukur atau membandingkan dua hal dengan suatu ukuran. Selain
itu, qiyas juga berarti analogi, persamaan, persesuaian dan kaidah atau aturan.
(Atabik, 1479) Sedangkan menurut istilah, ada beberapa definisi yang dikemukakan
oleh para ulama ushul fighi, diantaranya: yaitu Mayoritas Ulama Syafi’iyyah
mendefinisikan qiyas dengan

A g aSa (pa Ly gt ey Lagie 4 g Lagd aSal) il B a glas 10 pslaa jé Jan

Artinya:
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“Membawa atau menyamakan (hukum) sesuatu yang belum diketahui kepada
sesuatu (hukum) yang telah diketahui dalam menetapkan hukum bagi keduanya
atau meniadakan (hukum) bagi keduanya karena sesuatu yang menyatukan
keduanya, baik hukum maupun sifatnya”(Abu Hamid Muhammad bin
Muhammad al-Gazali, al-Musytashfa Min, (tth))

Selanjutnya Saifuddin al-Amidi mendefinisikannya:

mY\é&&W‘&M\@Mﬂ\g&ﬂ\&*ﬂﬂuY\ySJL.G
Artinya:
“Suatu ungkapan yang mempersamakan al-far’'u dengan al-ashl dalam suatu
illat yang diistinbatkan dari hukum al-ashl. ”( Saif al-Din Abi al-Hasan Ali bin
Abi Ali bin Muhammad, 1993)

Sedangkan menurut Shadr al-Syari’ah (w. 747 H/1346 M) salah seorang
tokoh ulama ushul figh Hanafi, mendefinisikannya dengan:

4all) 3 jaeay W1 a3 Y Baatia Adad £ 8N ) Jua¥) (e aSald) dyaas
Artinya:
”Memberlakukan hukum al-ashl kepada hukum al-far’u karena terdapat illat
vang sama, dan tidak dapat diketahui hanya melalui pendekatan bahasa.”
(Ubaidillah Ibn Mas’ud al-Bukhari Shadr al-Syari’ah, Tangih al-Ushil, Jil. 11,
(Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Baz)

Definisi qiyas yang dikemukakan oleh para ulama ushul tersebut hanya
berbeda dari segi redaksi, namun pada dasarnya, kandungan maknanya tetap sama,
yaitu proses penetapan hukum melalui metode qiyas bukanlah menentukan metode
dari awal, tetapi hanya menyingkap hukum yang ada pada suatu kasus yang belum
jelas hukumnya. Penyingkapan ini dilakukan melalui pembahasan yang mendalam
dan teliti terhadap illat kasus tersebut. Apabila illatnya sama dengan illat hukum
yang disebutkan dalam nash, maka hukum yang ditentukan dalam nash itulah yang
ditetapkan sebagai hukum kasus yang sedang dihadapi seorang mujtahid.

Demikian dapat dipahami bahwa qiyas adalah suatu metode untuk
menentukan hukum sesuatu yang tidak ada kejelasan hukumnya dalam al-Qur’an
dan hadis. Misalnya seorang mujtahid ingin mengetahui hukum minuman wiski,
apakah haram atau tidak. Minuman tersebut harus diteliti, apakah di dalamnya
terdapat zat yang memabukkan seperti halnya dengan khamar. Ternyata wiski
memiliki sifat yang sama dengan khamar, yaitu memabukkan apabila diminum.
Sifat yang memabukkan inilah yang menjadi illat diharamkannya minuman khamar.
Keharaman tersebut dapat dilihat dalam QS. al-Ma’idah: 90 yang berbuny1

a).m;\ﬁ uUa.u.d\ ‘_,Lqr_ ww;JeYJY\}uLm\J\JM\J )A;“ Lu\ \}.m\; u.a.ﬂ\ L@.ﬂb
(90)&5AL eﬁ’d
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Kesamaan illat antara kasus yang tidak ada nashnya dalam al-Qur’an atau
hadis menyebabkan adanya kesamaan hukum dengan kasus yang ada dalam nash.
Inilah yang dimaksud oleh ulama ushul bahwa penentuan hukum melalui metode
qiyas bukan berarti menentukan hukum pertama, melainkan hanya menyingkap
hukum untuk kasus yang dihadapi (yang tidak terdapat dalam al-Qur’an dan
sunnah) dan mempersamakannya dengan hukum yang ada pada nash, karena illat
antara keduanya sama.

3.2 Rukun-Rukun Qiyas

Berdasarkan definisi qiyas yang telah dikemukakan oleh para ulama ushul,
ada empat hal pokok yang dapat dipahami sebagai rukun qiyas, yaitu:

1). al-Ashl, yaitu sesuatu atau peristiwa yang sudah ditegaskan hukumnya, baik
dalam al-Qur’an maupun hadis. Istilah lain dalam ushul fighi, al-ashl juga biasa
disebut dengan Magis Alaih (yang dikiaskan kepadanya). Misalnya pengharaman
wiski dengan mengkqiaskannya dengan khamar, maka khamar inilah yang
menjadi al-ashl karena dialah yang ditegaskan hukumnya dalam nash. Namun
ada ulama seperti kaum Mu’tazilah dan para fugaha yang berpendapat bahwa a/-
ashl itu bukanlah khamar, tapi nash atau dalil hukum karena dialah yang
dijadikan patokan dalam penetapan hukum. (Muhammad bin Ali bin Muhammad
al-Syaukani. 1969) Seperti dalam contoh khamar dan wiski di atas, maka yang
menjadi al-ashl adalah Surah al-Ma’idah ayat: 90 tersebut, tepatnya kata yang
berbunyi: & skl GUaEN Jae (e b

Dalam menetapkan al-ashl sebagai patokan qiyas, ulama ushul seperti
Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Gazali (445-505 H) dan Saifuddin al-
Amidi (551-632 H) menetapkan beberapa syarat yang harus diperhatikan di
dalamnya, yaitu:
- Hukum bagi al-ashl harus tetap dan tidak mengandung kemungkinan dinasakh.
- al-Ashl harus ditetapkan berdasarkan al-Qur’an, sunnah dan ijma’
- Dalil yang menetapkan illat pada al-ashl bersifat khusus, tidak bersifat umum
- Hukum al-ashl tidak berubah setelah dilakukan qiyas
- al-Ashl tidak keluar dari kaidah-kaidah qiyas. ( Al-Gazali, 1983)

2) al-Far’u yaitu masalah yang akan ditentukan hukumnya karena tidak ada nash
yang menjelaskannya secara langsung, seperti wiski dalam contoh di atas. Dalam
al-Far’u, ulama ushul menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- Illat pada al-far’u sama dengan illat yang ada pada al-ashl

- Al-Far’u tidak mendahului al-ashl dalam penetapan hukum

- Tidak membedakan hukum al-far’u dengan hukum al-ashl pada jenisnya.

- Tidak ada pertentangan di dalamnya dengan yang kuat atau yang sama pada
illat al-ashl.

3). Illat, yaitu sifat yang menjadi motivasi dalam menentukan hukum. Sifat tersebut
harus sama dengan sifat yang didapati dalam al-far’u. Seperti dalam masalah
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khamar di atas, yang menjadi illat diharamkannya adalah memabukkan. Sifat ini

didapati pula dalam minuman wiski. Adanya kesamaan illat antara keduanya

(khamar dan wiski) inilah, sehingga hukum keduanya dapat disamakan pula.

Wiski hanya salah satu contoh minuman keras yang memabukkan. Masih banyak

minuman keras lainnya yang memiliki sifat yang sama. Oleh karena itu, semua

minuman yang memiliki sifat memabukkan dapat disamakan hukumnya dengan
khamar, yaitu haram.

Illat merupakan sifat yang terdapat pada al-ashl. Melalui illat inilah,
hukum pada kasus lain dapat diterapkan atau disamakan dengan hukum al-ashl.
Dalam hal ini, ulama ushul mengatakan bahwa illatlah yang memberikan
pemahaman terhadap suatu hukum (dalam suatu kasus yang tidak ada nashnya),
tempat bergantung, sandaran, sebab dan tanda-tanda hukum (Abd al-Wahhab,
1987). Oleh karena itu, illat harus ditemukan terlebih dahulu sebelum
menerapkan giyas dalam menetapkan hukum suatu persoalan. Dalam hal ini, ada
tiga proses yang dapat dilakukan, yaitu takhrijul manath yaitu menggali sifat
yang menjadi sandaran hukum; kemudian tangihul manath yaitu menyeleksi sifat
yang menjadi sandaran hukum; dan terakhir tahqiqul manath yaitu mengukuhkan
sifat yang menjadi sandaran hukum.

Sifat yang ada pada al-ashl terkadang mengandung beberapa sifat khusus,
namun tidak semua sifat itu dapat menjadi illat hukum. Dalam hal ini, ulama
ushul menetapkan beberapa syarat yang harus dipedomani dalam menentukan
illat suatu hukum. Syarat-syarat tersebut adalah;

- Illat haruslah sifat yang jelas atau nyata, dalam arti dapat dijangkau oleh panca
indera secara jelas

- Illat merupakan sifat yang pasti dalam arti tertentu dan terbatas serta dapat
diwujudkan pada al-far’u dengan membatasinya, karena dasar qiyas adalah
mempersamakan al-far’u dengan al-ashl pada illat hukum al-ashl. Kesamaan
illat ini dituntut secara pasti dan terbatas sehingga memungkinkan menetapkan
suatu hukum karena keduanya memiliki kesamaan illat. Di sinilah letak
perbedaan illat dengan hikmah. Illat merupakan sifat lahir yang kuat dan
mengikat hukum yang ditetapkan oleh Syari’ sebagai tanda hukum. Sedangkan
hikmah merupakan sifat yang sesuai dengan hukum dan tampak pada hampir
semua keadaan, tetapi tidak terbatas dan tidak mengikat.

- Illat harus merupakan sifat yang sesuai, artinya hukum itu memiliki hubungan
dengan sifat illat dan dapat diukur oleh setiap orang, serta memiliki hakikat
yang tertentu dan terbatas, tidak berbeda bagi setiap orang dan keadaan.
Misalnya, masyaqqah tidak bisa dijadikan illat untuk berbuka puasa bagi
musafir dan orang sakit, karena masyaqqah tersebut tidak dapat diukur dan
berbeda setiap orang dan keadaan.

- Illat tidak boleh menjadi sifat yang terbatas pada al-ashl, tapi bisa juga
diterapkan pada al-far’u. Jika illat terbatas pada al-ashl saja, qiyas tidak dapat
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dilaksanakan. Seperti jika dikatakan bahwa illat khamar adalah karena terbuat
dari sari buah anggur, maka illat ini tidak dapat diterapkan pada wiski karena
wiski tidak terbuat dari sari buah anggur.

4). Hukum al-Ashl, yaitu hukum syara’ yang ditentukan oleh nash, misalnya
keharaman minuman kamar. Keharaman ini pula yang diberlakukan pada
masalah al-far’u (seperti wiski) karena adanya kesamaan illat dengan al-ashl.
Jadi hukum terhadap masalah al-far’u hanyalah hasil dari proses qiyas,
karenanya tidak termasuk rukun.

Apabila hukum al-ashl ini disamakan dengan hukum al-far’u, maka
hukum al-ashl tersebut harus memenuhi beberapa syarat, karena tidak semua
hukum syariat yang ditetapkan oleh nash dalam suatu persoalan dapat
digiyaskan kepada persoalan lain, kecuali jika dalam hukum tersebut terdapat
syarat-syarat yang memungkinkan untuk menyamakan hukum al-ashl dengan
hukum al-far’u melalui qiyas. Syarat-syarat yang dimaksud adalah:

- Hukum al-ashl tidak bersifat khusus. Misalnya kesaksian salah seorang sahabat
Nabi (Khuzaimah) sendirian yang dipandang sudah cukup, sebagaimana
diriwayatkan dalam sebuah hadis. Sementara dalam ayat al-Qur’an menjelaskan
bahwa saksi itu sekurang-kurangnya dua orang laki-laki atau satu laki-laki dua
wanita. Kesaksian Khuzaimah sendirian tidak dapat diterapkan dalam al-far’u
karena kesaksiannya bersifat khusus dan hanya berlaku bagi Khuzaimah.
(Khuzaimah bin Tsabit bin al-Fakih bin Tsa’labah bin Sa’idah al-Anshari al-
Khathmi, 1994)

- Hukum al-ashl tidak keluar dari ketentuan qiyas (harus sesuai dengan kaidah-
kaidah qgiyas).

- Tidak ada nash yang menjelaskan hukum al-Far’'u yang akan ditentukan
hukumnya.

- Hukum al-ashl harus lebih dahulu disyariatkan dari al-far’u. Seperti wudhu’
tidak boleh digiyaskan pada tayammum (sekalipun illatnya sama) karena
wadhu’ lebih dahulu disyariatkan dari pada tayammum.

Keempat rukun di atas harus ada dalam penetapan hukum melalui metode
giyas. Dua rukun, pertama dan kedua, yaitu al-ashl dan al-far’u merupakan dua hal
atau dua kejadian. Yang pertama (al-ashl) ada nash yang menunjukkan hukumnya
baik dari nash itu sendiri maupun dari ijma’, sedangkan yang kedua (al-far’u) tidak
ada nash yang menunjukkannya.

3.3 Kehujjahan Qiyas (antara Pro dan Kontra)

Qiyas adalah salah satu metode istmbat hukum. Sebahagian ulama
menggunakannya dalam menetapkan hukum suatu persoalan yang tidak ditemukan
penjelasannya dalam al-Qur’an dan sunnah. Mereka (para ulama) mencarikan
sandaran persoalan tersebut dalam al-Qur’an dan sunnah. Sandaran atau al-ashl
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itulah yang dialihkan atau disamakan hukumnya dengan persoalan yang dibahas
karena keduanya memiliki kesamaan illat. Metode ini (qiyas) tidak disepakati
penggunaannya oleh para ulama dalam mengistimbatkan suatu hukum. Ada diantara
mereka yang menolaknya sebagai dalil hukum dan tidak menjadikannya sebagai
landasan hukum dan ada pula membolehkannya bahkan mewajibkannya.
a. Ulama yang menerima qiyas sebagai hujjah
Menurut jumhur ulama, giyas dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum
amaliah (Fakhr al-Din Muhammad bin Umar bin al-Husain al-Razi, 1988) dan
menempati urutan ke-4 diantara dalil-dalil syar,iah lainnya (al-Qur’an, sunnah dan
ijma’) ( Abd al-Wahhab al-Khallaf) Qiyas tersebut diterapkan jika persoalan yang
dihadapi tidak ditemukan hukumnya dalam nash dan ijma’. Di samping itu, harus
ada kesamaan illat antara al-far’u dengan al-ashl. Hukum al-ashl inilah yang
digiyaskan kepada hukum al-far’u. Mereka mengemukakan beberapa alasan , baik
dari al-Qur’an, sunnah, perkataan atau perbuatan seorang sahabat yang disepakati
oleh para sahabat lain (ijma’) dan dalil rasional tentang bolehnya penggunaan qiyas
sebagai salah satu metode dalam menetapkan hukum syara’. Dari al-Qur’an, seperti
QS. al-Hasyr/59: 2 yang berbunyi:
S i 588
Menurut ayat tersebut, Allah Swt memerintahkan agar ummat Islam
menjadikan kisah ini sebagai pelajaran. Mengambil pelajaran dari suatu peristiwa,
menurut Jumhur termasuk giyas. Oleh karena itu, penetapan hukum melalui giyas
yang disebut dalam ayat ini sebagai /’itibar adalah boleh bahkan diperintahkan.
Kata Ji¥) adalah isim musytaq dari kata Lsad) yang berarti melintas ( s34 ).
Kata inilah yang diidentikkan dengan qiyas, sehingga qiyas dapat juga berarti 5
g Al asa ) Jua¥) aSa e ( Fakhr al-Din Muhammad bin Umar bin Husain al-Razi)
Dari hadis, mereka berpegang pada riwayat Mu’adz bin Jabal tentang pertanyaan
Nabi kepadanya sebelum berangkat ke Yaman, yaitu: Hadis tersebut dikutip dari
Sunan Abu Daud, Kitab al-Agqdhiyah, Bab Ijtihdd al-Ra’yi fi al-Qddhi, No. 3119.
(Buka CD Hadis).
wmucwwoﬁd!u-\‘wqu»wu\ucuﬁua‘ucwchwumma
ui\ \Jl:.nua.uu‘ MJ‘LJPSMJAJQ A»\U-LAAMJJHJU‘JAUAJM«_\M$UAUAAAJML”
wdum uusuam?suudum uh&@d\aﬁ ;Uaﬁf.“uaﬁ 13) ‘;ﬁ.\SJlﬁuul\
ey uhsuﬁ‘ige&agmb m\uimﬂ\dgquuﬁm?Sumdm?h‘gwA»\USAA»\JJHJ
i) 383 o) & ) OB 530 aluy 4de Dl s ) (s Gpad T ¥ u—“J Ml 0d
(3914 50l 01 93) . &) (g e Wl &) g
Pada dasarnya, hadis tersebut membolehkan berijtihad berdasarkan
pendapat akal, sementara qiyas termasuk ijtthad melalui akal. Perbuatan sahabat
yang disepakati oleh mereka (Ijma’) juga merupakan alasan yang kuat tentang
qiyas sebagai hujjah, bahkan para sahabat telah sepakat menggunakan qiyas untuk
menetapkan hukum pada persoalan yang tidak ada nashnya. (Mushthafa Sa’id al-

.....
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b.

Khin) Misalnya mereka kembali kepada Abu Bakar al-Shiddiq yang menggunakan
ijtihadnya ketika beliau ditanya tentang 43, lalu beliau menjawab bahwa al-
kaladlah adalah tidak punya orang tua dan anak, dalam riwayat berikut ini
dikemukakan: (Hadis ini dikutip dari Sunan al-Darimi, Kitab al-Fara’idh, Bab al-
Kalalah, No. 2845 (Buka Preogram CD Hadls) )
uaba gt (15l ) O ASh e & J-" Ji QB [ail) (e auale WA Goih a3 LA
36 e uxm\L.xa.u,n,.uuu;uouuwswjumm;utsubmwm,m‘,uuu
JSJJ-\‘MLQLJM-\J‘U‘A»“’JMY‘,\‘
Ijtihad yang dilakukan oleh Abu Bakar tersebut telah disepakati oleh
sahabat lain merupakan bagian dari qiyas dan tak satu pun dari mereka yang
menentangnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ijtihad beliau itu
merupakan ijma’, minimal ijma’ sukuti. Selain itu, diperkuat pula oleh pernyataan
Umar bin al-Khattab (Khalifah yang kedua) yang telah disepakati juga oleh para
sahabat lain, yaitu ketika beliau menuli beliau menulis surat kepada Abu Musa al-
Asy’ari (sebagaimana dikutip dalam kitab al-Mahshiil...)yang berbunyi: <l
hin s @ g AL g 48N Artinya kenalilah persoalan yang memiliki
kemiripan lalu giyaskanlah persoalan tersebut menurut ijtihadmu.( Fakhr al-Din
Muhammad bin Umar bin Husai al-Razi) Dalil Rasional, dalil rasional yang

mereka kemukakan seperti yaitu: (Abd al-Wahhab al-Khallaf)

Qiyas merupakan dalil yang dikuatkan oleh fithrah yang sehat dan mantik yang
benar. Misalnya larangan minum racun dapat digiyaskan kepada minuman lain
yang mengandung racun juga. Tanpa didukung oleh nash pun, secara fithrah,
minum racun diharamkan.

Ulama yang menolak giyas.

Ulama yang menolak giyas sebagai hujjah menganggap bahwa qiyas
hanyalah berdasar pada dugaan semata. Sesungguhnya Allah Swt mencela orang-
orang yang mengikuti dugaan (prasangka), sebagaimana dalam al-Qur’an surah al-
Isrd’: 36 yang berbunyi: als 4 &l Gl L Q& Y3, Karena itulah tidak sah suatu
hukum yang ditetapkan berdasarkan qiyas karena hanya mendasarkannya pada
dugaan (zhanni). Di samping itu, mereka menolak qiyas karena qiyas didasarkan
pada perbedaan pandangan dalam penentuan illat hukum. Ini dapat dikatakan
bahwa qiyas adalah penyebab atau motif perselisihan dalam penetapan hukum,
sementara syariat tidak mungkin mengandung pertentangan (al-Razi (Al-
Mahshiil). Alasan lain yang dikemukakan oleh mereka adalah pernyataan Umar
bin al-Khattab, sebagaimana dikutip oleh Abdul Wahhab al-Khallaf yang
mengatakan: (Abd al-Wahhab al-Khallaf)

Ol g0 agild 10 Glaual g sl
Artinya:
“Hendaklah kalian menjauhkan diri dari ra’yu karena ra’yu merupakan musuh
sunnah”.
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Ra’yu dalam hal ini termasuk qiyas. Dengan demikian dapat dikatakan
bahwa qiyas adalah musuh sunnah. Ulama yang menerima qiyas sebagai hujjah
menganggap alasan yang dikemukakan oleh mereka yang menolaknya lemah,
dengan mengatakan bahwa masalah yang dilarang untuk menyandarkan pada
dugaan hanyalah masalah aqidah, sedangkan masalah amaliah tidak, meskipun
kebanyakan dalil-dalilnya bersifat dugaan (zhanni). Karena itu pendapat mereka
yang menolak qiyas keliru karena banyak nash yang dalalahnya bersifat zhanni.
Demikian pula alasan mereka tentang qiyas sebagai dasar pertentangan hukum,
sangat lemah karena perbedaan pendapat yang didasarkan pada qiyas hanyalah
ikhtilaf dalam masalah amaliah bukan masalah aqidah, sehingga tidak
menimbulkan kerusakan, bahkan akan menjadi rahmat. Sedangkan penolakan
mereka terhadap qiyas yang didasarkan pada perkataan Umar bin al-Khattab
tentang ra’yu, juga dianggap lemah, karena perkataan Umar tersebut bukan
mengingkari qiyas sebagai hujjah, melainkan larangan untuk tidak mengikuti hawa
nafsu dan ra’yu yang tidak mempunyai landasan nash.

Adanya perbedaan tentang kehujjahan qiyas sebagai dalil syara’ berimplikasi
kepada perbedaan penetapan hukum dalam suatu masalah. Misalnya penetapan
hukum terhadap masalah riba berikut ini. Dalam hadis Rasulullah Saw
diriwayatkan sebagai berikut: (Hadis tersebut dikutip dari Shahih Muslim, Kitab
al-Musaqat, Bab al-Sharf wa Bayi’ al-Dzahab, No 2969. (Buka Program CD
Hadis). ) ) ) )

a5 5y iy Ay Ay cally cal) g G o sl 4l D) L ) g5
alusa o) 33) ol 28 3331 31 33 (b oy UB o) 3aay 13m0 ) gelally pelally ety SN ey
' L (Gl e e
Artinya:
“Rasulullah Saw melarang jual beli emas dengan emas, perak dengan perak,
korma dengan korma, gandum dengan gandum, beras gandum dengan beras
gandum, dan garam dengan garam kecuali persis sama dengan bendanya,

maka barang siapa yang menambah atau minta tambah, maka itulah riba”.
Ummat Islam telah sepakat mengharamkan riba dalam setiap ke enam jenis

yang disebutkan dalam hadis di atas, tapi mereka berbeda pendapat terhadap selain
yang ke enam jenis tersebut di atas. Apakah di dalamnya juga terdapat riba atau
tidak. Jumhur Ulama (mereka yang menerima qiyas sebagai hujjah) berpendapat
bahwa setiap jenis jual beli yang mempunyai illat yang sama dengan ke-enam
jenis yang disebutkan dalam hadis di atas, berlaku juga riba di dalamnya
sebagaimana yang terjadi pada ke-enam jenis tersebut. Sedangkan ulama al-
Zhahiri berpendapat bahwa riba tidak berlaku kecuali pada ke-enam jenis jual beli
dan tidak dihukum sebagai riba. Hal ini didasarkan pada tidak bolehnya
menggunakan qiyas dalam istimbat hukum menurut mereka. Maka tidak termasuk
riba pada jual beli seperti beras dengan beras dan jagung dengan jagung
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(Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurthibi,
1969)

3.4 Qiyas dalam Hudid dan Kaffarat

Menurut Mazhab Syafi’i, Hambali dan sebahagian besar ummat Islam,
penetapan hukum melalui qiyas dalam masalah hudiid dan kaffarat boleh.( Mushtafa
Sa’id al-Khin) Mereka mengemukakan alasan berdasarkan nash (seperti telah
dikemukakan sebelumnya), ijma’ (sahabat), dan dalil rasional. Dalam hal ini, Abu
Hamid Muhammad bin Muhammad al-Gazali mengemukakan bahwa setiap hukum
syari’ yang mungkin diketahui illatnya, maka qiyas berlaku baginya.(Mushtafa
Sa’id al-Khin) Pernyataan ini dapat dipahami bahwa  selama persoalan dapat
diketahui illat hukumnya (ma 'qiil ma’na), maka qiyas dapat digunakan, baik dalam
masalah hudud maupun kaffarat. Hal ini sejalan dengan pendapat mayoritas Ulama
Ushul, selama syarat-syarat qiyas didapati di dalamnya.

Pendapat di atas telah dikuatkan juga oleh pernyataan atau ijma’ sahabat,
misalnya tentang penetapan hukuman bagi peminum khamar. Dalam hal ini, para
sahabat telah bermusyawarah untuk menetapkan hukuman bagi peminum kahamar.
Mereka mengqiyaskannya kepada al-gadzf (memfitnah tanpa bukti). Tak satupun
dari sahabat yang mengingkari keputusan tersebut. (Mushtafa Sa’id al-Khin)Ini bisa
membuktikan bahwa qiyas telah diterapkan oleh sahabat pada masanya.
Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa pada masa Rasulullah Saw,
peminum dipukul dengan tangan, sendal, tongkat sampai meninggal. Dalam kaitan
ini, Abu Bakar mendera bagi peminum khamar sampai meninggal. Selanjutnya, Ali
bin Abi Thalib menjelaskan bahwa apabila seseorang minum khamar, maka ia
mabuk, dan apabila mabuk, maka ia mengigau dan apabila mengigau maka ia
memfitnah dan bagi pemfitnah, hukumannya 80 dera.( Muwaththa’ Malik, Kitab al-
Asyribah, Bab al-Had fi al-Khamr, No. 1325 (Lih. Program CD Hadis) Berdasarkan
riwayat ini, maka dapat dipahami bahwa hukuman dera bagi al-qadzf merupakan
qiyas dari hukuman peminum khamar.

Adapun menurut dalil aqli, gqiyas dapat mengalahkan dugaan, karena itu,
penetapan hukum dalam masalah hudud dan kaffarat melalui qiyas boleh,
sebagaimana sabda Nabi yang berbunyi: ( Aol Asb &) g UL aSai cad ) (al-
Fawa’id al-Majmu’ah karya al-Syaukani) Hadis ini dapat memfaedahkan zhanni
dan mengamalkannya berarti mengamalkan juga qgiyas.( Al-Amid?)

Berbeda dengan Ulama Hanafiah, mereka tidak membolehkan penggunaan
qiyas dalam masalah hudud dan kaffarat, dengan beberapa alasan yaitu: (Mushthafa
Sa’id al-Khin)

1. Hudud dan kaffarat termasuk persoalan yang ditentukan ukuran hukumnya
(mugaddarah) dan tidak ma’qiil ma’na. Sedangkan qiyas merupakan bagian dari
illat pada hukum al-ashl yang ma ’giil ma’na. Karena itu, qiyas dalam kedua hal
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ini mustahil dilaksanakan, sebagaimana halnya tidak boleh melakukan qiyas
terhadap masalah dasar (aqidah dan ibadah).

2. Sesungguhnya hudud dan kaffarat adalah sangsi (‘uqubat), sehingga
menggunakan qiyas di dalamnya merupakan kekeliruan dan syubhat. Sementara
sangsi itu menolak syubhat sebagaimana sabda Nabi yang berbunyi: gl ) gd 2
algddy (g2 ol olyy). (Jalal al-Din bin Abi Bakar al-Suyithi, 1990)

3. Sesungguhnya Syari’ telah mewajibkan hukum potong tangan bagi pencuri,
namun tidak bagi orang kafir, pada hal semestinya lebih pantas hukuman potong
tangan bagi orang kafir. Demikian pula wajibnya membayar kaffarat bagi orang
yang melakukan zhihar , namun tidak pada masalah riddat, pada hal kekafiran
dan kemungkarannya lebih besar. Ini menunjukkan kalau qiyas tidak dapat
diterapkan dalam masalah ini.

3.5 Pengaruhnya Terhadap Penetapan Hukum Dalam Masalah Hudud dan
Kaffarat

Perbedaan pendapat ulama tentang bolehnya qiyas dalam masalah hudud dan
kaffarat memberikan pengaruh yang besar terhadap penentuan hukuman atau sangsi
bagi pelanggar hukum. Misalnya dalam masalah hudud tentang hukuman bagi al-
Nabbdsy (penggali dan mengambil harta di dalam kubur). Jika giyas digunakan
dalam menentukan hukuman bagi al-Nabbasy, maka hukumannya adalah potong
tangan, karena diqiyaskan pada hukuman pencuri. Qiyas tersebut dapat digunakan
karena keduanya (al-Nabbasy dan al-Sarig atau pencuri) mempunyai illat yang
sama, yaitu keduanya mengambil harta orang lain secara sembunyi dari tempatnya.
Demikian pendapat ulama Syafi’iyah, Hanabilah dan Malikiyah. (Abi Muhammad
Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi, 1994)

Berbeda dengan Abu Hanifah, beliau berpendapat bahwa tidak ada hukum
potong tangan bagi al-Nabbdsy. Hal ini disebabkan karena beliau tidak
menggunakan qiyas dalam persoalan ini. Selain itu, qiyas tidak dapat digunakan
dalam penetapan hukum al-nabbasy karena tidak ada kesamaan illat didalamnya (al-
sariq dan al-nabbasy. Kuburan sebagai tempat pengambilan harta bagi al-nabbasy
tidak dijaga. Demikian pula harta dalam kuburan tersebut tidak jelas pemiliknya,
karena pada hakikatnya, orang mati tidak memiliki harta. Sementara dalam masalah
pencurian, harta dijaga dan pemiliknya jelas. Karena itu, al/-Nabbasy tidak dapat
digiyaskan kepada pencuri.

Contoh lain dalam masalah kaffarat adalah tentang wajibnya membayar
kaffarat bagi orang yang melakukan hubungan suami istri (al-Jima’) pada siang hari
ramadhan, baik disengaja maupun tidak. Menurut Ahmad bin Hambal (yang
berpendapat bahwa qiyas dapat berlaku dalam hudud dan kaffarat) bahwa wajib
membayar kaffarat bagi orang yang melakukan hubungan suami istri pada siang hari
ramadhan, baik karena lupa, apalagi disengaja. Alasannya, beliau mengqiyaskan
lupa dalam puasa kepada lupa dalam ibadah haji. Sesungguhnya puasa adalah
ibadah yang mengharamkan jima’ pada siang hari, baik sengaja ataupun lupa,
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seperti halnya dalam haji. Merusak puasa dan membayar kaffarat adalah dua hal
yang berhubungan dengan jima’. Dalam hal ini, Abu Hanifah berpendapat bahwa
qiyas dalam persoalan di atas tidak dapat digunakan karena illatnya berbeda. Dan
sekiranya wajib kaffarat bagi orang yang melakukan jima’ pada puasa ramadhan,
baik dilupa ataupun disengaja, berarti wajib pula membayar kaffarat bagi orang
yang makan atau minum pada puasa ramadhan, baik lupa ataupun disengaja. Karena
itulah, Abu Hanifah menyatakan bahwa qiyas tidak dapat digunakan dalam masalah
hudud dan kaffarat (Mushthafa Sa’id al-Khin)

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil pada penelitian

ini adalah:

1.

Kehujjahan qiyas tidak disepakati penggunaannya oleh para ulama. Ada yang
menyetujuinya dan menetapkannya sebagai dalil syara’ yang ke IV. Mereka
mengemukakan dalil-dalil, baik dari al-Qur’an, hadis maupun dalil rasional. Mereka
mengemukakan argumentasinya dengan menunjukkan dalilnya.

Perbedaan pendapat ulama tentang kehujjahan qiyas memberi pengaruh yang sangat
besar terhadap status hukum suatu persoalan, terutama dalam masalah hudud dan
kaffarat. Penetapan hukuman atau sangsi dalam masalah hudud dan kaffarat bisa
berbeda karena menggunakan qiyas atau tidak. Misalnya, hukum potong tangan
bagi al-nabbdsy, jika penetapan hukumnya berdasarkan qiyas, namun jika tidak
berdasarkan qiyas, maka hukumannya bukan potong tangan.
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